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Abstrak. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar desa
yang dilakukan oleh banyak stakeholder secara kolaboratif sepanjang tahapan mulai
pengusulan, penetapan, perencanaan, perda, pelaksanaan, hingga pelaporan dan
evaluasi. Kawasan Perdesaan Margomarem mengintegrasikan lima desa (Maron,
Tlogo, Menijer, Larangan Lor, dan Mlandi) di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi para stakeholder yang terlibat dan perannya dalam
setiap tahap pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem. Dengan menggunakan
teknik analisis stakeholder mapping, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahap
menunjukkan keterlibatan unsur stakeholder yang berbeda. Pada tahap awal
(pengusulan dan penetapan kawasan) dan akhir (pelaporan dan evaluasi), stakeholder
yang terlibat adalah unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur swasta bergabung pada
tahap perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan. Pada tahap pelaksanaan
pembangunan, stakeholder yang terlibat yaitu unsur pemerintah, masyarakat, swasta,
komunitas, dan akademisi. Pelaksanaan pembangunan merupakan tahap dengan
stakeholder yang paling kompleks.

Kata Kunci: Pembangunan Kawasan Perdesaan; Peran; Stakeholder
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Abstract. Rural Area Development is a rural development approach integrating several
villages carried out by multi stakeholders collaboratively throughout the stages
starting from proposal, assignment, planning, local policy setting, implementation, to
reporting and evaluation. Margomarem Rural Area integrates five villages (Maron,
Tlogo, Menjer, Larangan Lor, and Mlandi) in Wonosobo Regency. This study aimed to
identify the stakeholders involved and their roles in each stage of Margomarem Rural
Area development. By using stakeholder mapping analysis technique, the results of
the study showed that each stage revealed the involvement of different stakeholder
elements. In the initial stages (proposal and area assighment) and the final stages
(reporting and evaluation), the stakeholders involved were government and
community elements. Private elements join in the development planning and policy
setting stages. In the development implementation stage, the stakeholders involved
were government, community, private, community, and academic elements.
Implementation was the stage with the most complex stakeholders.

Keywords: Roles; Rural Development; Stakeholders

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan harapan baru bagi
pembangunan desa di Indonesia. UU Desa menempatkan desa sebagai pemilik otoritas untuk
menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat [1]. Artinya, desa
tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan menjadi subyek pembangunan [2]. Desa
berperan sebagai penyangga kehidupan yang paling dekat dengan masyarakat dan secara
langsung menyentuh kebutuhan masyarakat [3].

Dalam UU Desa dijelaskan bahwa akselerasi pembangunan desa dapat dilakukan melalui
Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) [4]. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 2016,
PKP adalah pembangunan antar desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif [5]. Desa-desa
yang saling berbatasan secara geografis dan memiliki potensi atau masalah yang sama
bergabung membentuk sebuah kawasan perdesaan yang lebih luas. Integrasi antar desa
tersebut akan memperkuat posisi desa sehingga dapat berhubungan dengan kota secara
seimbang [6].

Penyelenggaraan PKP meliputi enam tahap yaitu pengusulan kawasan, penetapan kawasan,
perencanaan pembangunan kawasan, penetapan peraturan daerah (perda), pelaksanaan
pembangunan kawasan, serta pelaporan dan evaluasi [4]. Kewenangan penyelenggaraan PKP
berada pada pemerintah kabupaten/kota, namun aktor yang terlibat bersifat tidak terbatas
dan multisektoral [5]. PKP dapat dilakukan oleh banyak stakeholder mulai dari pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes), serta swasta. Pengusulan kawasan dapat diprakarsai oleh pemerintah
kabupaten/kota atau pemerintah desa bersama masyarakat. Kawasan yang diusulkan
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kemudian ditetapkan oleh bupati atau walikota yang bersangkutan. Perencanaan
pembangunan kawasan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau dibantu oleh
pihak swasta. Perencanaan yang telah disusun dalam bentuk dokumen rencana kemudian
ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Kemudian pelaksanaan pembangunan
dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan
stakeholder lainnya.

Perencanaan
Pengusulan  penetapan S Perda/Perbup: § Pelaksanaan Y pejaporan
Kawasan Kawasan pg v Masterplan/ Pembangunan i
Kawasan Perdesaan RPKP Kawasan
Perdesaan Perdesaan Pordecan Evaluasi
1 i e s , 1 i
Dilakukan secara Ditetapkan h :
artisinati & H
Partisipatif \zur:tlt/ : RPIMD, RTR R:Moe;a :
alikota pirasi 1
Prakarsa Prakarsa : garbrogtem Masyarakat 1 Dilaksanakan
d Pem 1 Sedr dan Swasta 1 oleh: Dilaksanakan
Pemdes Kaij 5 : : UU No. * Pemerintah ] oleh:
B P a7 05 ota * PP 47/2015 : 1 | 6/2014 * Pemda Provinsi * Pemerintah .
Pasal 124 Pasal 124 1 : Pasal 84 * Pemda « Pemda Provinsi
* Permendes Permendes * ;;;'2:2:;5 ;I : 1| Ayat3 Kab/Kota * Pemda
‘5,‘/“2:]1: 5/2016 H : * Pemdes Kab/Kota
Pasal 5 1 * Swasta * Pemdes
: Kabupaten/ Desa/ : *» Masyarakat
Kota Kawasan ]
: ]
| i
. ]

Gambar 1. Tahap pembangunan kawasan perdesaan [5].

Kunci utama keberhasilan PKP adalah model tata kelola kolaboratif oleh pelaksana kuncinya
[7]. Tanpa tata kelola kolaboratif dan kerja sama multi skala, daerah perdesaan hanya akan
memiliki sedikit insentif untuk melindungi sumber dayanya [8]. Oleh karena itu, pemerintah
baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun pemerintah desa memiliki peran masing-
masing supaya dapat berkontribusi penuh dalam PKP. Jika masing-masing stakeholder yang
terlibat mampu menjalankan perannya dengan maksimal maka pembangunan perdesaan
dapat optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa [9].

Pembangunan perdesaan memerlukan dukungan multi stakeholder dalam multi tingkatan
kehidupan untuk menangani permasalahan di desa [10]. Pemerintah berperan dalam
membantu menyusun kebijakan, mengatur penganggaran, serta mengkoordinasi kerja sama
multi aktor [11,12]. Kemudian swasta merupakan aktor yang memiliki sumber daya modal,
inovasi, dan teknologi sehingga dapat membantu memanfaatkan dan mengolah potensi desa
[12,13]. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan [13]. Akademisi berperan dalam
menyumbangkan konsep dan ide berdasarkan penelitian [14] mengenai formulasi strategis
untuk memajukan pengembangan potensi daerah [11]. Sementara komunitas merupakan
suatu kelompok yang mampu mengkoordinir semua elemen dalam pengembangan potensi
[15].
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Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang bercorak kental
perdesaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kabupaten Wonosobo direncanakan memiliki beberapa
kawasan perdesaan baru salah satunya Kawasan Perdesaan Margomarem [16]. Kawasan
Perdesaan Margomarem dibentuk pertama kali di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017
melalui SK Bupati Nomor 050/383/2020. Kawasan Perdesaan Margomarem terdiri dari
gabungan lima desa yaitu Maron, Tlogo, Menjer, Larangan Lor, dan Mlandi yang ada di
Kecamatan Garung [17].

Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem termasuk model pembangunan campuran
top down-bottom up dan melibatkan kolaborasi beragam stakeholder. Kawasan Margomarem
terbentuk atas prakarsa pemerintah daerah pada tahun 2017. Partisipasi masyarakat mulai
muncul setelah berproses selama tiga tahun hingga penetapan kawasan dilakukan pada tahun
2020. Kawasan Perdesaan Margomarem kemudian menyusun perencanaan pembangunan
pada awal tahun 2021 dibantu oleh swasta dan mulai melaksanakan program-program
pembangunan di akhir tahun 2021 dengan melibatkan banyak stakeholder mulai dari
pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas. Adanya kerja sama multistakeholder dalam
setiap tahap pembangunan tersebut mendorong akselerasi kemajuan kawasan dan
konsistensi pembangunan kawasan sebagai wilayah berbasis perdesaan.

Akan tetapi, terdapat tantangan-tantangan dari beragamnya stakeholder pada Kawasan
Perdesaan Margomarem. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada Kawasan Perdesaan
Margomarem, ditunjukkan bahwa banyaknya stakeholder dalam Kawasan Perdesaan
Margomarem memiliki potensi konflik antar pemangku kepentingan [18]. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder-stakeholder yang terlibat, dan peranannya
dalam setiap tahap pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem. Sehingga, diharapkan
penelitian ini mampu memberi masukan dan saran dalam peningkatan pembangunan
Kawasan Margomarem, serta rujukan pengelolaan bagi kawasan perdesaan lainnya di
Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus
[19]. Pendekatan studi kasus akan menjelaskan, menggambarkan, dan mengeksplorasi proses
dan dinamika mengenai suatu kasus secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang
komprehensif [20]. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Kawasan Perdesaan
Margomarem, Kabupaten Wonosobo. Kawasan Perdesaan Margomarem diangkat karena
merupakan pilot project pengembangan desa di Kabupaten Wonosobo, sehingga menarik
untuk diteliti sebagai rujukan pengembangan desa di daerah lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder
diperoleh dari dokumen kebijakan dan literatur penelitian terdahulu yang relevan [21].
Dokumen kebijakan yang dijadikan rujukan antara lain UU Desa, Permendes PDTT Nomor 5
Tahun 2016, Perbup Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018, dan RPKP Margomarem. Sementara
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data primer diperoleh dengan metode indepth interview dan focus group discussion (FGD)
[20]. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling dimana peneliti
menetapkan informan berdasarkan tujuan penelitian [22]. Informan dalam penelitian ini
antara lain Pengelola Kawasan Margomarem, tokoh masyarakat, pemerintah, swasta,
akademisi, dan komunitas. Indepth interview dilakukan sejak Bulan Januari 2022 hingga Bulan
Desember 2023 dengan mewawancarai satu per satu antara lain 40 orang pengelola kawasan,
5 orang tokoh masyarakat, 6 instansi pemerintah kabupaten, 2 perusahaan swasta, 2
perguruan tinggi, 1 perwakilan media, dan 4 komunitas di Kabupaten Wonosobo. FGD
dilakukan 2 kali dengan melibatkan seluruh pengelola kawasan, pemerintah desa hingga
kabupaten, serta perwakilan masyarakat. Hasil dari studi kebijakan, studi literatur penelitian
terdahulu, indepth interview, dan FGD yaitu berupa data dan informasi yang disesuaikan
dengan tujuan penelitian yaitu peran stakeholder yang berkaitan dengan PKP Margomarem.
Seluruh data dan informasi kemudian dikompilasi dan berhasil teridentifikasi 33 stakeholder
beserta perannya dalam PKP Margomarem.

Penelitian ini menggunakan analisis stakeholder mapping. Analisis stakeholder mapping
bertujuan untuk mengklasifikasikan stakeholder menjadi empat kelompok yaitu key players,
context setters, subjects, dan crowd berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya
[23,24]. Informasi tingkat pengaruh dan kepentingan setiap stakeholder diperoleh melalui
indepth interview dan FGD dengan melihat kriteria pengaruh dan kepentingan. Tingkat
pengaruh stakeholder memiliki kriteria antara lain pengaruh Sumber Daya, Kelembagaan,
Kebijakan, Jejaring Kerja, dan Anggaran. Sementara tingkat kepentingan stakeholder memiliki
kriteria yaitu kepentingan terhadap Sumber Daya Alam, kepentingan terhadap Sumber Daya
Manusia, kepentingan Finansial, kepentingan Informasi, dan kepentingan Intermediasi [25—
27].

Stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi, artinya memiliki
lebih dari 2 jenis pengaruh dan kepentingan, maka termasuk kelompok key players.
Stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh tinggi (memiliki lebih dari 2 jenis pengaruh)
namun memiliki tingkat kepentingan rendah, maka termasuk kelompok context setter.
Stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh rendah dan tingkat kepentingan tinggi (memiliki
lebih dari 2 jenis kepentingan), maka termasuk kelompok subjects. Sementara stakeholder
yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah, maka termasuk kelompok
crowd.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Identifikasi stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Margomarem terdiri
dari unsur pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, komunitas, dan akademisi.
Stakeholder-stakeholder tersebut saling terhubung satu sama lain dan saling bekerja sama
sesuai dengan peran yang dimiliki. Berdasarkan hasil kajian kebijakan dan wawancara
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diperoleh gambaran mengenai peran dan sumber daya setiap stakeholder dalam PKP
Margomarem seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Aktor, peran, dan sumber daya dalam pembangunan Kawasan Perdesaan

Margomarem.
Kode Stakeholder Peran Sumber Daya
Pemerintah
1 Kemendes PDTT Kebijakan PKP Kebijakan
2 Dispermadesdukcapil Kegiatan Sekolah Lapang Kebijakan, power
Provinsi Jateng Evaluator dan pengawal anggaran
3 Sekda Wonosobo Pengusulan kawasan Kebijakan, power
Penunjukan instansi yang menaungi kawasan
4 Bappeda Wonosobo Pengusulan kawasan Kebijakan,
Pengawalan instansi terkait kawasan peraturan, kajian
5 Disparbud Wonosobo  Mengawal penetapan, perencanaan, dan Kebijakan, power,
pelaksanaan PKP kelembagaan
Ketua Tim Koordinasi PKP Kawasan pariwisata
Margomarem
6 Dinsospermades Instansi yang mengawal kebijakan dan Kebijakan,
Wonosobo anggaran kawasan power,
kelembagaan
kawasan,
anggaran
7 DPUPR Wonosobo Peningkatan jaringan jalan di Kawasan Peraturan, power
Margomarem (infrastruktur)
8 Disnakertrans Pembangunan SDM pariwisata kawasan Power (SDM)
Wonosobo
9 Dispaperkan Pengembangan sektor pertanian kawasan Peraturan, power
Wonosobo (pertanian)
10 DLH Wonosobo Penanganan sampah kawasan Peraturan, power
(lingkungan)
11 Disdagkopukm Pengembangan UKM kawasan Peraturan, power
Wonosobo (UKM)
12 Pemerintah Pengawalan penetapan, perencanaan, dan Power,
Kecamatan Garung pelaksaan pembangunan kelembagaan
13 Badan Kerja Sama Berperan aktif mengusulkan, menetapkan, dan Wilayah, SDM,
Antar Desa (BKAD) merencanakan Kawasan Margomarem; basis kebijakan, power,
koordinasi antar aktor; pengambil kebijakan anggaran
tertinggi di Kawasan Margomarem
14 Pemerintah Desa Memfasilitasi pengusulan, penetapan, Wilayah, SDM,
perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan power, anggaran
Kawasan Margomarem
Swasta
15 PT Karangluhur Lima Penyusun rencana PKP dan Pendamping Tenaga ahli,

Pilar (Shirvano

pelaksanaan program PKP Margamarem

pendampingan
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Kode

Stakeholder

Peran

Sumber Daya

16

17

18

19

Consulting)

Perum Perhutani

PT Perkebunan Tambi

PT Indonesia Power
(PLTA Garung
PT Tirta Investama
(Danone Aqua)

Kelompok Masyarakat

20 Badan Usaha Milik
Desa Bersama
(BUMDesma)

21 Sekolah Lapang

22 Pelaku Wisata/
Pokdarwis

23 Gapoktan

24 Pelaku Sampah/ KPSM

25 BUMDes

26 PKK

27 Karang Taruna

Komunitas

28 Bank Sampah
Wonosobo

29 Aroundme

30 Best Course
Wonosobo

31 Lembaga
Pengembangan
Teknologi  Pedesaan

Mengelola dan  memberikan
pemanfaatan pada lahan hutan

perijinan

Kerja sama pengelolaan wisata dengan

masyarakat pelaku wisata Desa Tlogo

Kerja sama pengelolaan objek wisata dengan
masyarakat Desa Maron
Pendampingan program dan CSR
pengembangan kapasitas masyarakat terkait
produk UMKM kopi lokal

Perencanaan bisnis kawasan, koordinator sub
unit usaha BUMDesma dalam pembangunan
ekonomi kawasan

Pionir pembentukan Kawasan Margomarem
Pengawasan pelaksanaan Pembangunan

Pengelolaan dan pengembangan sektor
pariwisata

Pengembangan pertanian Kawasan
Margomarem

Penanganan sampah kawasan

Bekerja sama dengan BUMDesma dalam
pengembangan ekonomi desa

Mengoordinir masyarakat untuk terlibat dalam
penanganan sampah kawasan

Pemuda penggerak di desa

Sosialisasi penanganan sampah kawasan

Mendampingi
kawasan
Memfasilitasi kursus bahasa inggris pariwisata
bagi guide kawasan

Pengembangan konservasi berbasis ekonomi
kawasan

Pemberdayaan SDM pelaku wisata kawasan

kegiatan promosi pariwisata

SDM, connector
kolaborasi
multiaktor
Lahan, kebijakan
pengelolaan
lahan Perhutani,
pendanaan
Lahan, kebijakan
pengelolaan
lahan
perkebunan,
pendanaan
Lahan,
pendanaan
Pendampingan
SDM, pendanaan

Wilayah, SDM,
power, anggaran

SDM, power

SDM,
pengelolaan aset
wisata

SDM,
kelembagaan
petani

SDM

SDM, pendanaan

SDM

SDM

Tenaga
pendamping
Tenaga
pendamping

SDM/Mentor

SDM, pendanaan
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Kode Stakeholder Peran Sumber Daya
(LPTP)
Akademisi
32 uGM Pengabdian masyarakat melalui program Penelitian,
Kuliah Kerja Nyata (KKN) pengabdian
masyarakat
33 UMsS Program penelitian dan pengembangan Penelitian,
masyarakat terkait agrogeotourism pengabdian
masyarakat

Stakeholder dalam PKP Margomarem di atas terlibat secara bertahap berdasarkan tahapan
pembangunan kawasan perdesaan. Stakeholder tersebut ada yang terlibat dalam keseluruhan
tahap pembangunan, namun ada pula yang terlibat dalam satu atau dua tahap pembangunan.
Gambar 2 menunjukkan keterlibatan stakeholder pada tiap tahap.

Pemerintah

— 2021 :pPerencanaan pembangunan kawasan dan Penstapan Perda Perencanaan

Keterangan

2017-2020 : Pengusulan hingza penstapan

2021 dst : Pelaksanaan program pembangunan

~———— 2022-2023 : Pelaporan dan Evaluasi [setahun s=kali)

Gambar 2. Keterlibatan stakeholder dalam setiap tahap
pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem.

Masyarakat dan pemerintah merupakan kelompok stakeholder yang terlibat sejak pengusulan
Kawasan Magomarem tahun 2017 hingga penetapan tahun 2020. Keterlibatan swasta terjadi
sejak Kawasan Margomarem menyusun dokumen perencanaan pembangunan kawasan pada
awal tahun 2021 dan penetapan perda RPKP tahun 2023. Selanjutnya, stakeholder dari
komunitas dan akademisi mulai terlibat dalam pelaksanaan program-program pembangunan
sejak akhir tahun 2021. Evaluasi pembangunan kawasan dilakukan setiap tahun antara lain
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tahun 2022 dan tahun 2023 oleh pemerintah. Kolaborasi antar stakeholder tersebut
mendorong konsistensi dan keberlanjutan pembangunan Kawasan Margomarem.

3.2. Peran stakeholder tahap pengusulan kawasan

Munculnya gagasan pembentukan kawasan terintegrasi lima desa (Desa Maron, Tlogo,
Menijer, Larangan Lor, Mlandi) berasal dari adanya program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2017 yakni program untuk para penggerak masyarakat kepada lima desa tersebut
yang dinamakan Sekolah Lapang. Pemerintah Kabupaten Wonosobo kemudian secara top
down merespons dan mengusulkan pembentukan kawasan kepada masyarakat. Hal ini
mempertimbangkan kapasitas penggerak masyarakat pada lima desa tersebut yang cukup
baik dan memiliki semangat bersama untuk membangun. Pada tahap pengusulan ini,
pemerintah memfasilitasi FGD dan musyawarah bersama masyarakat lima desa untuk
membahas potensi dan tantangan pengembangan kawasan, menyatukan perbedaan cara
pandang lima desa, menyusun konsep kawasan yang akan dikembangkan, menentukan
strategi pengembangan kawasan, hingga membentuk struktur kelembagaan kawasan. FGD
dan musyawarah ini dilakukan berkali-kali sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 muncul
kesepakatan lima desa untuk membentuk sebuah kawasan bernama Margomarem yang sah
secara hukum.

Gambar 3. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tahap
pengusulan kawasan Margomarem.

Stakeholder yang terlibat dalam pengusulan Kawasan Margomarem vyaitu kelompok
masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat antara lain (21) Sekolah Lapang, (22)
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Pokdarwis, (23) Gapoktan, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna. Sementara
pemerintah terdiri dari (2) Dispermadesdukcapil Provinsi, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (7)
DPUPR, (12) Pemerintah Kecamatan Garung, dan (14) Pemerintah Desa. Stakeholder-
stakeholder tersebut kemudian dipetakan berdasarkan kriteria tingkat pengaruh dan
kepentingannya untuk mengklasifikasikan stakeholder yang masuk dalam kelompok key
players, context setters, subjects, dan crowd. Adapun tingkat pengaruh dan kepentingan setiap
stakeholder disajikan dalam matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 3.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan di atas, stakeholder yang masuk kelompok
key players merupakan aktor kunci. Aktor kunci pada tahap pengusulan Kawasan
Margomarem antara lain (2) Dispermadesdukcapil Provinsi, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (7)
DPUPR, (12) Pemerintah Kecamatan Garung, (14) Pemerintah Desa, dan (21) Sekolah Lapang.
Stakeholder-stakeholder tersebut merupakan kunci dari terbentuknya Kawasan Margomarem
karena memiliki pengaruh tinggi dan memiliki kepentingan positif yang selaras dengan arah
pembangunan kawasan. Stakeholder-stakeholder tersebut memiliki pengaruh besar dalam hal
mengatur kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan anggaran. Selain itu, stakeholder-
stakeholder tersebut juga memiliki kepentingan yang mendukung pembangunan kawasan
seperti kepentingan terhadap pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia,
informasi, dan intermediasi.
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Gambar 4. Hubungan antar stakeholder tahap
pengusulan kawasan Margomarem.

Pemerintah Daerah Wonosobo memiliki peran penting dalam pengusulan Kawasan
Margomarem karena tugas pokok fungsinya dalam menjalankan amanat pembangunan desa.
Kemudian Pemerintah Desa dan Sekolah Lapang juga memiliki peran penting dalam
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pengusulan karena menjadi pemangku kebijakan dan penggerak masyarakat desa. Sementara
stakeholder-stakeholder yang masuk dalam kotak context setters, subjects, dan crowd
memiliki pengaruh dan/atau kepentingan rendah dalam pengusulan dan penetapan Kawasan
Margomarem. (22) Pokdarwis, (23) Gapoktan, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna
merupakan kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengusulan Kawasan
Margomarem, namun stakeholder-stakeholder tersebut memiliki sumber daya terbatas
sehingga perannya kecil dalam pengusulan kawasan. Hubungan antar stakeholder dapat
dilihat pada Gambar 4.

Kawasan Perdesaan Margomarem dalam inisiasi atau pengusulannya dilakukan secara top-
down oleh pemangku kepentingan pada level Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan melalui
inisiasi-inisiasi FGD dan musyawarah antara dinas-dinas terkait dengan para tokoh penggerak
Kawasan Perdesaan Margomarem yang tergabung dalam Sekolah Lapang. Pendekatan secara
top-down ini kemudian disambut baik oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

3.3. Peran stakeholder tahap penetapan kawasan

Setelah FGD dan musyawarah pengusulan kawasan berjalan selama tiga tahun, Kawasan
Margomarem akhirnya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang sah pada tahun 2020.
Stakeholder yang terlibat dalam penetapan Kawasan Margomarem vyaitu kelompok
masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat antara lain (21) Sekolah Lapang, (22)
Pokdarwis, (23) Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang
Taruna. Sementara pemerintah terdiri dari (1) Kemendes PDTT, (2) Dispermadesdukcapil
Provinsi, (3) Sekda, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (6) Dinsospermades, (7) DPUPR, (12)
Pemerintah Kecamatan Garung, dan (14) Pemerintah Desa. Stakeholder-stakeholder tersebut
kemudian dipetakan berdasarkan kriteria tingkat pengaruh dan kepentingannya untuk
mengklasifikasikan stakeholder yang masuk dalam kelompok key players, context setters,
subjects, dan crowd. Adapun tingkat pengaruh dan kepentingan setiap stakeholder disajikan
dalam matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 5.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 5, stakeholder yang masuk
kelompok key players merupakan aktor kunci. Aktor kunci pada tahap pengusulan dan
penetapan Kawasan Margomarem antara lain (2) Dispermadesdukcapil Provinsi, (3) Sekda, (4)
Bappeda, (5) Disparbud, (6) Dinsospermades, (7) DPUPR, (12) Pemerintah Kecamatan Garung,
(14) Pemerintah Desa, dan (21) Sekolah Lapang. Stakeholder-stakeholder tersebut merupakan
kunci dari ditetapkannya Kawasan Margomarem karena memiliki pengaruh tinggi dan
memiliki kepentingan positif yang selaras dengan arah pembangunan kawasan. Stakeholder-
stakeholder tersebut memiliki pengaruh besar dalam hal mengatur kelembagaan, kebijakan,
jejaring kerja, dan anggaran. Selain itu, stakeholder-stakeholder tersebut juga memiliki
kepentingan yang mendukung pembangunan kawasan seperti kepentingan terhadap
pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, informasi, dan intermediasi.
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Gambar 5. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tahap penetapan
kawasan Margomarem.

Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng dan Pemerintah Daerah Wonosobo memiliki peran
penting dalam penetapan Kawasan Margomarem karena tugas pokok fungsinya dalam
menjalankan amanat pembangunan desa. Kemudian Pemerintah Desa dan Sekolah Lapang
juga memiliki peran penting dalam penetapan kawasan karena menjadi pemangku kebijakan
dan penggerak masyarakat desa. Sementara stakeholder-stakeholder yang masuk dalam kotak
context setters, subjects, dan crowd memiliki pengaruh dan/atau kepentingan rendah dalam
penetapan Kawasan Margomarem. (22) Pokdarwis, (23) Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, (25)
BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna merupakan kelompok masyarakat yang telah
berpartisipasi dalam penetapan Kawasan Margomarem, namun stakeholder-stakeholder
tersebut memiliki sumber daya terbatas sehingga perannya kecil dalam pembentukan
kawasan.

Gambar 6 menunjukkan bahwa meskipun masing-masing stakeholder memiliki tingkat
pengaruh dan kepentingan yang berbeda, namun dalam tahap penetapan kawasan ini setiap
stakeholder memiliki posisi yang setara. Setiap stakeholder merupakan peserta
FGD/musyawarah dan memiliki hak berpendapat yang sama. Dalam kegiatan
FGD/musyawarah, masing-masing stakeholder saling memberikan pandangan mengenai
potensi, masalah, peluang, dan tantangan pembangunan kawasan perdesaan. Sekda
Wonosobo bertanggung jawab menyelenggarakan FGD/musyawarah. Dispermades Provinsi
fokus menjalankan fungsi koordinatif antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah
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pusat. Sementara Kemendes PDTT sebagai pemerintah pusat yang memegang kebijakan
tertinggi terkait pembangunan kawasan perdesaan.
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Gambar 6. Hubungan antar stakeholder tahap penetapan
kawasan Margomarem.

3.4. Peran stakeholder tahap perencanaan kawasan

Kawasan Perdesaan Margomarem ditetapkan pada tahun 2020 melalui SK Bupati Nomor
050/383/2020. Aturan ini menyatakan terbentuknya Kawasan Perdesaan Margomarem
beserta struktur pengelola kawasan bernama Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Untuk
memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan memperjelas arah gerak kawasan,
Kawasan Margomarem perlu membuat perencanaan pembangunan sebagai acuan
pelaksanaan pembangunan kawasan. Pada tahap penyusunan Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan (RPKP) ini Pengelola Kawasan Margomarem melibatkan konsultan
perencanaan (swasta). Penyusunan perencanaan berlangsung selama 3-4 bulan dengan
kegiatan antara lain pemetaan potensi, perumusan isu strategis, penyusunan konsep dan
strategi, perumusan program pembangunan lima tahunan (2021-2026), hingga sinergisme
pelaksanaan program.

Stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Kawasan Margomarem vyaitu
kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pada tahap perencanaan, kelompok
masyarakat yang baru terlibat yaitu (20) BUMDesma karena baru terbentuk sejak Kawasan
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Margomarem ditetapkan. Kemudian unsur pemerintah yang baru terlibat terdiri dari (8)
Disnakertrans, (9) Dispaperkan, (10) DLH, (11) Disdagkopukm, dan (13) BKAD. Dinas-dinas
tersebut diikutsertakan dalam perencanaan dan sinergisme program yang akan dijalankan di
Kawasan Margomarem. Sementara swasta yang terlibat dalam perencanaan antara lain (15)
Shirvano Consulting, (16) Perum Perhutani, (17) PT Perkebunan Tambi, (18) PT Indonesia
Power, dan (19) PT Tirta Investama. (15) Shirvano Consulting sebagai pihak ketiga yang
membantu penyusunan dokumen RPKP Margomarem, sementara stakeholder swasta yang
lain dilibatkan untuk sinergisme program karena memiliki aset atau akses pengelolaan di
Kawasan Margomarem.
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Gambar 7. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tahap perencanaan
pembangunan kawasan Margomarem.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 7 di atas, aktor kunci atau key
players dalam perencanaan pembangunan Kawasan Margomarem antara lain (13) BKAD, (14)
Pemerintah Desa, (20) BUMDesma Margomarem, (21) Sekolah Lapang, dan (5) Disparbud
Wonosobo. (13) BKAD dan (14) Pemerintah Desa memiliki pengaruh yang besar dalam
perencanaan karena sebagai pemangku kebijakan. Kemudian (20) BUMDesma dan (21)
Sekolah Lapang memiliki peran penting karena sebagai pelaksana kegiatan kawasan dan
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penggerak kelompok masyarakat di Kawasan Margomarem. Sementara (5) Disparbud
memiliki peran penting karena posisinya sebagai Ketua Tim Koordinasi PKP Kawasan
Margomarem.

Selain key players, peran pihak swasta cukup penting pada tahapan perencanaan
pembangunan karena adanya keterlibatan konsultan penyusun dokumen perencanaan.
Namun pihak swasta dalam hal ini memiliki pengaruh rendah karena posisinya hanya sebagai
fasilitator. Pada tahap ini, seluruh kelompok masyarakat dalam kawasan, dinas-dinas yang
berkaitan dengan tema pengembangan kawasan, dan swasta yang beririsan dengan kawasan
(dalam kotak context setters, subjects, dan crowd) dilibatkan dalam kegiatan diskusi-diskusi
perencanaan dan sinergisme. Stakeholder-stakeholder tersebut dilibatkan dalam
perencanaan karena akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan pada rentang
waktu lima tahun selanjutnya.
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Gambar 8. Hubungan antar stakeholder tahap perencanaan kawasan Margomarem.

Gambar 8 menunjukkan bahwa tahap perencanaan kawasan memiliki bentuk kegiatan yang
sama dengan tahapan pengusulan dan penetapan kawasan, yaitu berupa musyawarah, FGD,
serta wawancara/indepth interview. BKAD dan Pemerintah Desa sebagai pemangku kebijakan
serta BUMDesma dan Sekolah Lapang sebagai penggerak kelompok masyarakat berperan
penting dalam menginisiasi kegiatan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan
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memperoleh dukungan anggaran dari Disparbud Wonosobo dan penyusunannya difasilitasi
oleh konsultan/pihak ketiga (Shirvano Consulting). Semua kelompok masyarakat, pemerintah,
dan swasta yang beririsan dengan Kawasan Margomarem berpartisipasi dalam perencanaan
dengan memberikan informasi, data, dan kebutuhan analisis perencanaan.

3.5 Peran stakeholder tahap penetapan Perda RPKP

RPKP Margomarem selesai disusun pada pertengahan tahun 2021. BKAD dan BUMDesma
secara perlahan kemudian mulai melaksanakan program-program pembangunan meskipun
RPKP belum dilegalkan. Di awal periode pembangunan, Kawasan Margomarem fokus pada
penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM lokal. Pada tahap ini,
Dinsospermades Wonosobo memiliki peran penting di Kawasan Margomarem sebab memiliki
tanggung jawab dalam mengelola kelembagaan perdesaan. Proses pelegalan RPKP
Margomarem menjadi peraturan daerah tidak melibatkan banyak stakeholder.
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Gambar 9. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tahap penetapan
Perda RPKP Margomarem.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 9 di atas, key players yang
terlibat dalam penetapan peraturan daerah tentang RPKP Margomarem vyaitu (6)
Dinsospermades, (4) Bappeda, dan (13) BKAD. (6) Dinsospermades Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa menjadi stakeholder yang bertanggung jawab mengatur kebijakan/aturan
desa. (4) Tenaga Ahli Hukum Bappeda membantu memproses pelegalan dokumen dari sisi
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hukum. Sementara (13) BKAD membantu menyiapkan administrasi pelegalan dari sisi
kawasan. (15) Shirvano masuk dalam context cetters sebab membantu menyempurnakan isi
naskah dokumen RPKP. Gambar 10 menunjukkan hubungan antar stakeholder pada tahap
penetapan Perda.

Membantu
Membantu revisi
peedegallan dodoumen
RPKP {6} Dinsospermades bl (15} PT Karanghuhur Lima
4] Bappeda Wonmobo B
14) = B Wonosobo Pilar fShirvana]

Klembanty menyiapkan
kebutuhan administrasi
{13) Badan Kerja Sama
Antar Desa

Gambar 10. Hubungan antar stakeholder tahap penetapan
Perda RPKP Margomarem.

RPKP Margomarem selesai dilegalkan pada awal tahun 2023, setelah beberapa program
berjalan. Pelegalan RPKP Margomarem tidak memerlukan aktivitas formal seperti forum dan
semacamnya melainkan hanya melalui serangkaian aktivitas penyiapan berkas administrasi.

3.6 Peran stakeholder tahap pelaksanaan pembangunan kawasan

Penyusunan RPKP Margomarem diakhiri dengan kegiatan sinergisme program antar
stakeholder. Sinergisme ini memberikan gambaran pada setiap instansi pemerintah, swasta,
dan kelompok masyarakat mengenai program atau sumber daya yang dapat dikontribusikan
untuk mengembangkan Kawasan Margomarem. Pada akhir tahun 2021, Pengelola Kawasan
Margomarem (BKAD) mulai menjalankan program pertama yaitu studi banding peningkatan
kapasitas SDM dan kelembagaan. Kemudian pada tahun 2022, BKAD bekerja sama dengan
swasta dan pemerintah menjalankan program pendampingan quick wins, antara lain
pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas SDM, workshop penguatan kelembagaan,
pendampingan bisnis dan inovasi produk lokal, serta pendampingan pemasaran kawasan.
Pada tahun 2023, Kawasan Margomarem berhasil memunculkan beberapa SDM berkompeten
dan mulai menjalankan dua unit usaha (bisnis) di bidang pariwisata dan peternakan. Selain
aktif menjalankan bisnis, Kawasan Margomarem juga meluaskan jejaringnya untuk melakukan
penelitian dan pengembangan masyarakat.

Pada pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem, stakeholder baru yang terlibat yaitu
komunitas luar kawasan dan akademisi. Masyarakat, pemerintah, swasta, komunitas, dan
akademisi mulai melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan sesuai dengan timeline
perencanaan. Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Kawasan Margomarem antara lain (20) BUMDesma, (21) Sekolah Lapang, (22) Pokdarwis, (23)
Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna. Kemudian
dari pihak pemerintah daerah yang terlibat yaitu (3) Sekda, (4) Bappeda, (7) DPUPR, (5)
Disparbud, (8) Disnakertrans, dan (10) DLH. Selain itu juga ada (12) Pemerintah Kecamatan
Garung, (13) BKAD Margomarem, dan (14) Pemerintah Desa di Kawasan Margomarem. Pihak
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swasta yang terlibat yaitu (15) Shirvano Consulting dan (19) PT Tirta Investama. Pihak
komunitas yang terlibat antara lain (28) Bank Sampah Wonosobo, (29) Aroundme Wonosobo,
(30) Best Course Wonosobo, dan (31) LPTP. Sementara akademisi yang terlibat yaitu (32)
UGM dan (33) UMS. Stakeholder-stakeholder tersebut terlibat dalam pelaksanaan
pembangunan Kawasan Margomarem secara bertahap sejak akhir tahun 2021.

High 13,14,

22,25 21

23,24 12,19 5 15

E,10, 26,27,
2E,29,30, 7 346
31.32,33

=
©
=
e
c
Q
1]
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Low High
Gambar 11. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tahap pelaksanaan
pembangunan kawasan Margomarem.

Gambar 11 menunjukkan bahwa key players yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan
Kawasan Margomarem sejak tahun 2022 yaitu (13) BKAD, (14) Pemerintah Desa, (20)
BUMDesma, (21) Sekolah Lapang, (15) Shirvano Consulting, dan (5) Disparbud. Stakeholder-
stakeholder kunci pada tahap pelaksanaan pembangunan hampir sama dengan tahap
perencanaan pembangunan kawasan. Akan tetapi justru pada fase ini (15) Shirvano Consulting
ikut menjadi stakeholder kunci karena perannya sebagai pihak yang mendampingi
pelaksanaan pembangunan. Stakeholder-stakeholder kunci tersebut memiliki pengaruh besar
dalam hal pengelolaan sumber daya, kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan anggaran.
Selain itu, Stakeholder-stakeholder tersebut juga memiliki kepentingan yang mendukung
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pembangunan kawasan seperti kepentingan terhadap sumber daya alam, sumber daya
manusia, finansial, informasi, dan intermediasi.

(13) BKAD, (14) pemerintah desa, (20) BUMDesma, dan (21) Sekolah Lapang merupakan
bagian dari pemerintahan desa dan kelompok masyarakat yang memiliki aset berupa sumber
daya kawasan. Stakeholder-stakeholder tersebut juga menjadi pelaku utama kawasan yang
mengelola lembaga-lembaga di dalamnya, memutuskan dan memberikan pertimbangan atas
disepakatinya kebijakan, membangun kerja sama dengan pihak luar, serta mengelola
anggaran yang keluar masuk kawasan. (15) Shirvano Consulting juga memiliki pengaruh dan
kepentingan vyang tinggi karena menjadi konsultan yang membantu mendampingi
pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem. Shirvano membantu menguatkan SDM
dan manajemen kawasan, kajian pengembangan kawasan, memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pemberlakuan kebijakan termasuk dalam hal anggaran, serta membantu
membangun kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Sementara (5) Disparbud
menjadi instansi pemerintah yang menaungi dan mendukung pembangunan karena selaras
dengan konsep pembangunan Kawasan Margomarem yang diarahkan pada sektor pariwisata.

Stakeholder pendukung pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem yang terdapat di
kotak Subjects antara lain (12) Pemerintah Kecamatan Garung, (22) Pelaku Wisata, (25)
BUMDes, (23) Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, dan (19) PT Tirta Investama. Stakeholder-
stakeholder tersebut memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan
kawasan, namun memiliki pengaruh yang rendah karena bukan pengambil kebijakan.
Stakeholder-stakeholder tersebut memiliki aset pribadi atau memiliki hak pengelolaan aset di
Kawasan Margomarem. Namun, stakeholder-stakeholder dalam kelompok ini memiliki akses
terbatas dalam manajemen Kawasan Margomarem. Stakeholder-stakeholder ini khususnya
kelompok masyarakat juga kurang terlibat dalam pengambilan keputusan yang ada di
Kawasan Margomarem.

Kemudian stakeholder yang masuk kotak context setters antara lain (3) Sekda, (4) Bappeda,
serta (6) Dinsospermades Kabupaten Wonosobo. Stakeholder-stakeholder tersebut menjadi
pihak yang memiliki peran penting dalam pengusulan, penetapan, perencanaan, dan
monitoring pembangunan Kawasan Margomarem. Namun, stakeholder-stakeholder tersebut
terlibat hanya secara normatif sehingga memiliki keterkaitan secara tidak langsung terutama
dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara stakeholder pendukung dalam kotak crowd
antara lain (7) PUPR, (8) Disnakertrans, (10) DLH, (26) PKK, (27) Karang Taruna, (28) Bank
Sampah Induk Wonosobo, (29) Aroundme, (30) Best Course Wonosobo, (31) LPTP, (32) UGM,
dan (33) UMS. Stakeholder-stakeholder tersebut memiliki pengaruh dan kepentingan yang
rendah dalam pembangunan Kawasan Margomarem. Namun, stakeholder-stakeholder
tersebut dapat mengalami perubahan dalam pengaruh maupun kepentingannya sehingga
penting untuk dilibatkan dalam pembangunan.
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Gambar 12. Hubungan antar stakeholder tahap pelaksanaan pembangunan kawasan
Margomarem.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, seperti terlihat pada Gambar 12, BKAD dan
BUMDesma memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan dan menjalankan program
pembangunan. Pada tahap ini, peran Shirvano juga cukup penting karena terlibat dalam
pendampingan program. BKAD, BUMDesma, dan Shirvano selalu terlibat dalam setiap
pelaksanaan program. BKAD dan Shirvano memiliki hubungan/terkoordinasi dengan
pemerintah kabupaten. Selain terhubung dengan pemerintah, Shirvano juga terhubung
dengan stakeholder dari kalangan komunitas dan akademisi. Sementara BUMDesma
terhubung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam Kawasan
Margomarem.

3.7 Peran stakeholder tahap pelaporan dan evaluasi

Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem dilakukan oleh Tim Koordinasi PKP
Kawasan Margomarem dan Kabupaten Wonosobo, yaitu dinas-dinas terkait di Kabupaten
Wonosobo bersama Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi kemudian
dilaporkan kepada Kemendesa PDTT. Dalam melakukan evaluasi, pemerintah melibatkan
BKAD dan BUMDesma Margomarem sebagai pelaksana pembangunan di lapangan. Evaluasi
dan pelaporan dilakukan setahun sekali dan tidak melibatkan banyak pihak. Hal ini terlihat
pada Gambar 13.
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Gambar 13. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tahap pelaporan dan
evaluasi pembangunan kawasan Margomarem.

Aktor kunci dalam kegiatan pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Margomarem
yaitu (2) Dispermadesdukcapil, (6) Dinsospermades, (3) Sekda, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (1)
Kemendesa PDTT, (13) BKAD, dan (20) BUMDesma. Pada tahapan ini, (6) Dinsospermades
Wonosobo berperan sebagai pemangku kebijakan yang mengatur kelembagaan kawasan
sekaligus penyelenggara kegiatan evaluasi. Penyelenggaraan evaluasi kawasan didampingi
oleh (2) Dispermadesdukcapil Jawa Tengah yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada (1)
Kemendesa PDTT. (3) Sekda, (4) Bappeda, dan (5) Disparbud termasuk aktor kunci karena
berperan aktif dalam memberikan penilaian perkembangan kawasan. Tiga stakeholder
tersebut memiliki pengaruh tinggi dalam hal kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan
anggaran. (13) BKAD dan (20) BUMDesma dalam kegiatan evaluasi ini berperan sebagai
pemangku wilayah yang memberikan penilaian perkembangan kawasan. Sementara (7) PUPR,
(8) Disnakertrans, (9) Dispaperkan, (10) DLH, dan (11) Disdagkopukm turut memberikan
penilaian perkembangan kawasan dalam hal pelaksanaan program, namun tidak sampai pada
urusan pengelolaan kelembagaan.
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Gambar 14. Hubungan antar stakeholder tahap evaluasi
pembangunan kawasan Margomarem.

Adapun evaluasi dilakukan melalui kegiatan FGD di mana Dinsospermades Wonosobo dan
Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara dan pemandu acara.
Setiap stakeholder yang terlibat dalam FGD ini memiliki posisi setara dan memiliki hak yang
sama dalam berpendapat dan memberikan penilaian perkembangan kawasan, seperti dapat
dicermati pada Gambar 14.

4. Kesimpulan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem memiliki tahapan antara lain pengusulan
kawasan, penetapan kawasan, perencanaan pembangunan kawasan, penetapan perda
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pelaporan dan evaluasi. Kawasan
Perdesaan Margomarem diusulkan sejak tahun 2017 dan ditetapkan pada tahun 2020.
Stakeholder yang terlibat dalam pengusulan dan penetapan kawasan berasal dari unsur
pemerintah dan masyarakat dengan key players atau stakeholder kunci antara lain Disparbud,
Bappeda, DPUPR, Pemerintah Kecamatan Garung, Pemerintah Desa, dan Sekolah Lapang
hingga Dinsospermades Wonosobo dan Dispermadesdukcapil Provinsi. Kemudian memasuki
tahap perencanaan pembangunan dan penetapan perda RPKP, stakeholder yang terlibat
berasal dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta. Stakeholder yang menjadi key players
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pada perencanaan pembangunan antara lain BKAD, Pemerintah Desa, BUMDesma
Margomarem, Sekolah Lapang, dan Disparbud Wonosobo. Sementara key players pada
penetapan perda RPKP yaitu Dinsospermades, Bappeda, dan BKAD. Memasuki tahap
pelaksanaan program pembangunan, stakeholder yang terlibat mulai bertambah secara
bertahap antara lain dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, komunitas, dan akademisi.
Stakeholder yang menjadi key players pada pelaksanaan pembangunan sejak akhir tahun 2021
tersebut antara lain BKAD, Pemerintah Desa, BUMDesma, Sekolah Lapang, Shirvano
Consulting, dan Disparbud. Sementara tahap pelaporan dan evaluasi hanya melibatkan
pemerintah dan masyarakat. Key players tahap pelaporan dan evaluasi antara lain (2)
Dispermadesdukcapil, (6) Dinsospermades, (3) Sekda, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (1)
Kemendesa PDTT, (13) BKAD, dan (20) BUMDesma.
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